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M
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGSEM
NOMOR 32/DPMPTSP/ 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik:

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu  menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi

Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT i I. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran ‘

Nomor 484862);

Negara Republik Indonesia

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6] Tahun 2010

tentang  Pelaksan

' aan Undang-undang Nomor 14
Fahun 2008 tent

ang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Re

publik Indonesia Tah
Sla Tahun 201
Nomor 99, Tambah .

an Lembaran Negara Republik
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3 Peraturan Kormmst Informas: Nomor | Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi §

1 Peraturan Komisi Informass Nomor |

tentang Standar Lavanan Informast Puhilik

Al

5 Peraturan Bupati Karangasem Namor 2/
2022 tentang Pedoman Pelavanan Informasy Pub!

dan Dokumentasy i Linglongan Pemerintah Daerah

(Berita Daecrah Kabupaten Karangasrm Tahun 2022

Nomor 22).
6. Keputusan Bupati Karangasem MN
436/HK/2022 tentang Pejabat Pengriola informas:

Pemerintah

dan Dokumentasi di Lingkungan
Kabupaten Karangasem.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 045 /697

DPMPTSP/2022.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA - Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran o
merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA . Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

045/691/DPMPTSP/2022 yang tercantum dalam lampiran

I merupakan bagian tidak terpisahkan dar Penetapan im

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing vang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di - Amlapura

Pada Tanggal - 17 Okrober 2022
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGSEM

NOMOR 32/DPMPTSP/ 2022

TENTANG

KLASIFIKAST INFORMAS YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 045/691/DPMPTSP/ 2022

Pada Hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Amlapura telah
dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

A
.
|
ﬂ
w,

| NO |

1

=

w KONTEN
” INFORMASI

Em_::mw PNS vang
diduga melanggar
: &m:u::

w
Dokumen
' pengelolaan
- kepegawaian :
(Kenaikan pangkat,
. Kenaikan gaji

«l_ —

_
)
”

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU
PENGECUALIAN

KONSEKUENSI

AKIBAT BILA DIBUKA

T MANFAAT JIKA'
DITUTUP

UU No. 14 Tahun 2008
' tentang KIP, Pasal 17
 huruf a dan huruf h

2 | Daftar Nilai DP3 PNS | cc No. 14 Tahun 2008

tentang KIP, Pasal 17

| hurufi

CC No. 14 Tahun 2008
| _.msS:m KIP, Pasal 17

Churuf h

| Sampai ada keputusan
tetap

- Dapat menghambat
proses penegakan hukum |
- Mengungkap rahasia

pribadi seorang PNS
I

- Memperlancar v_,owmw
penegakan hukum

| Menjaga rahasia

, pribadi seorang PNS

|
|
|
\
t rfesoniiudaimin
ﬁ

Selama masih berlaku

“I'Selama masih berlaku

Dapat mengungkap
rahasia pribadi seorang
{ PNS

* Melindungi data pribadi
, PNS yang bersifat
F rahasia

Umvmﬂ Bmsmcsmwxmv

rahasia pribadi seorang
PNS

| Melindungi data c::m%
# PNS yang bersifat
| rahasia

|
|
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| KONTEN _w .

NO . DASAR HUKUM BATAS WAKTU S — xx-mmczwmxmumzmm ]
77| INFORMASI | PENGECUALIAN AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT JIKA
e N o S DITUTUP _

- berkala, Mutasi, [
 Pensiun dan _ |
- Administrasi _
. roﬁmmm; aian) w .
ry m_oamﬁm elektronik CC No. 14 Tahun 2008 | Tidak Terbatas Hrymmmw::mwmv data pribadi | Zm::ac:m_ data UD_.umm_,!,
. PNS (database) tentang KIP Pasal 17 PNS yg bersifat rahasia PNS yang bersifat
_ . :E.& h rahasia
5 | ldentitas PNS vang CC No. 14 Tahun 2008 | Tidak Terbatas Mengungkap rahasia Melindungi data pribadi
. melanggar disiplin - tentang KIP Pasal 17 pribadi PNS yang bersifat | PNS yang bersifat
| dan dijatuhi - huruf h rahasia | rahasia
- hukuman disiplin |
6 {_mmmtmﬁmm PNS vang | UU No. 14 Tahun 2008 | Tidak terbatas Mengungkap rahasia Melindungi data pribadi |
. mengajukan 1zin tentang KIP Pasal 17 pribadi PNS yang bersifat | PNS yang bersifat
' perceraian/ d r:ncﬁ h rahasia rahasia
perkawinan m
‘7 Data usulan A UU No. 14 Tahun 2008 | Sampai dengan pelantikan Merugikan proses Menjaga iklim kondusif
pengangkatan PNS  tentang KIP Pasal 17 penyusunan kebijakan di lingkungan kerja m
' dalam jabatan huruf i atau menghambat w
A  struktural _ kesuksesan kebijakan “ “
_, _ .” karena adanya .
” | pengungkapan secara
. [ N M - . yprematur. | ]
8 7?505:&:5?557 - UU No 43 tahun 2009 Setelah Nota ravavmrm:dm: Menghambat kebijakan Zm_.:vnlm:o& U_ovmw _
, surat antar dan inter | tentang Kearsipan; direalisasikan/dilaksanakan | pemerintah daerah dan kebijakan
. badan publik - Pasal 17 UU No 14 pemerintah A
H Tahun 2008 Huruf | dan ._
1 ) O — . S PSS N—
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KONTEN

NO|  |NFORMASI

9 !'Disposisi surat
| pimpinan
._

10 ﬁ_mﬁ._,: Qmw,mm,u.m.sﬂms .

! Database

|

- UU No 43 tahun 2009

| tentang Kearsipan;

' - Pasal 17 UU No 14

' Tahun 2008 Huruf | dan
. .a

- UU No. 11 Tahun 2008
. tentang Informasi dan

- Transaksi Elektronik,

. - UU No. 14 Tahun 2008
| tentang

' KIP, Pasal 17 huruf b
' dan huruf

BATAS WAKTU
PENGECUALIAN

DASAR HUKUM

Selama belum ada tindak

lanjut dari SKPD pengolah
surat

AKIBAT BILA DIBUKA

Umvm: Sonmcm:mm: nﬁomm
spenyusunan kebijakan

KONSEKUENSI

| MANFAAT JIKA

| DITUTUP

| Mengamankan proses |
penyusunan kebijakan |

w |
_ ,,,

Selama masih
digunakan/berlaku

Pasal 25

- Dapat menggangu
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual

- Dapat mengganggu
keamanan jaringan
komputer

| - Zo::ac:@ “hak atas
, kekavaan intelektual

” - Menjaga keamanan |
Cm::mm:roancﬁon _m
_ _
_
,

|

| |
Kode Akses ' UU No 11 Tahun 2008 Tidak terbatas Penyalahgunaan Oleh _ Menjaga Keamanan ,
' Elektronik ' tentang Informasi dan Pihak Lain . Jaringan Komputer ‘
_ - Transaksi Elektronik / _v _,,
ITE (Pasal 1 angka 16) “ |
12  Sistem Keamanan "UU 14 tahun 2008 Tidak terbatas Penyalahgunaan Oleh - Menjaga Keamanan
Elektronik Pasal 17 huruf J UU No Pihak Lain ' Jaringan Komputer
| ' 11 Tahun 2008 tentang f M
,. Informasi dan Transaksi | |
, - .” Elektronik | o B W ) B o
' 13 | User ID dan "UU KIP No. 14 Tahun Selama masih Penyalahgunaan Oleh | Menjaga/melindungi |
' Password (Database, | 2008 tentang digunakan/berlaku Pihak Lain __ hak akses |
aplikasi, server, dan Keterbulkaan Informasi #
' jaringan) Publik Pasal 17
114 | Konfigurasi Jaringan

' Komputer

" UU KIP No. 14 Tahun Selama masih
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
- Publik Pasal 17

digunakan/berlaku

Penyalahgunaan Oleh
Pihak Lain

e lylr E—

Za:_.mm» Keamanan
Jaringan Komputer
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15

16

20

21

St;{lktm;»Datébasé

Dokumen
. Penawaran Kontrak

KONTEN
INFORMASI

Konfigurasi
Database

Topologi Jaringan
Komputer

Aplikasi

DASAR HUKUM

UU KIP No. 14 Tahun

2008 tentang

keterbukaan Informasi
Pubhk Pasal 17

"UU KIP No. 14 Tahun

' 2008 tentang
keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17

BATAS WAKTU
PENGECUALIAN

L Selama masih
digunakan/berlaku

Selama masih
digunakan/berlaku

- KONSEK UENSI

AKIBAT BILA DIBUKA DITUTUP

Pe nvalrxhgundan Oleh '
Pihak Lain y
' Menjaga/melindungi
' hak akses

{ Menjaga Keamanan

Penyalahgunaan Oleh

UU KIP No. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17

Selama masih
digunakan/berlaku

“"Source Code ‘.R}_J—likasi

UU KIP No. 14 Tahun
1 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
' Publik Pasal 17

Selama masih
digunakan/berlaku

Penyalahgunaan Oleh

Pihak Lain ' hak akses

HPS“( Harga
‘ Perkiraan Sendiri )

ldentitas Pcngadu

' UU 14 Tahun 2008
Pasal 17 huruf idan
“hurufj

Selama Proses pengadaan
Barang / Jasa

UU 1472008 Pasal 17
"huruf idan hurufj

Pasal 17 ‘huruf a dan

“huruf h Undang-
Undang Nomor 14

- Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi |

| Selama Proses pengadaan
' Barang / Jasa

Sampal dengan telah
dinyatakan terbuka dalam
persidangan yang dibuka
untuk umum, atau apabila
mendapat persetujuan

| pemerintahan '

Eﬁs1en51 Anggaran

Menghambat kesuksesan
karena diperoleh

kebijakan karena ada
pengungkapan secara
prematur (Informasi - wajar
apabila buka ‘
menimbulan penilaian ]
 tidak obyektif) ';

Muncul Per saingan usaha | Dapat menjaga
yang tidak sehat

1

\
Mengurangi partisipasi Y
masyarakat dalam
| pengawasan
penyelenggaraan

masyarakat dalam
| penyelenggaraan
‘ pemerintahan

SEUUNISNIUPIIEES NSNS

Dipindai dengan CamScanner

MANFAAT JIKA

Pihak Lain Jaringan Komputer

i
Penyalah_é,;;éiéﬁg(-)“lgﬁ_— _ | Menjaga/ mellﬁ—ﬁﬁgl o
Pihak Lain ' hak akses

i I\"Ienjaga/melindun—g*i” o

pena\\ aran harga yang

objektifitas penilaian

Mendorong partlslpam
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KONTEN pasanaray | BATAS WAKTU _KONSEKUENSI _
INFORMASI | PENGECUALIAN

; PPl | MANFAAT JIKA
S S SO R ) AKiBAT ‘?_‘j’ﬁ?_?jﬁ““ ______ DITUTUP
! ‘ . Publik tertulis dari vang

bersangkutan. |

NO

|- Pasal 17 UU No. 14
' Tahun 2008

22 | Surat pengaduan
masyarakat

Sampai dengan telah - Dapat merugikan proses | - Menjaga agar proses

| Huruf a dan j

- dinyatakan terbuka dalam
| persidangan yang dibuka
untuk umum, atau apabila
mendapat persetujuan
tertulis dari yang

penyusunan

kebijakan

- Dapat mengungkap
informasi yang menurut
UU lainnya

' penyusunan

' kebijakan tidak

' terhambat

' - Menjaga informasi
1 ' yang menurut UU

| k bersangkutan.
' |

dirahasiakan/atau tidak

lamm a dirahasiakan
| boleh diungkap
I

~ dan/atau tidak boleh

| diungkap - -
Bahwa Pengupan Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh: -
_ANb A_ - _____Jabatan ' Unit Kerja I Tand; iiﬁéhnn' '
:M 1 Koordinator JF Substansi Penanaman ' Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu ‘
i ! Modal - ' Pintu Kabupaten Karangasem
' 2 Koordinator JF Substansi PTSP

; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
!

|
_ B Pmtu Kabupaten Karangasem ?,
Demn] ian Pcngupan Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

i ———

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
¥ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
/ KABUPATEN KARANGASEM,

. /E; AKU ATASAN PPID PEMBANTU

l"" _,‘ ‘ N\ W
e l
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